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BUPATI TANA TORA^IA

PROVINSI SULAWESI SEI.,ATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR25TAHUN 2023

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN

LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM
PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT

DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,
Menimbang : a' bahwa daram rangka penyusunan Anggaran pendapata:r dan

Belanja kmbang Tahun Anggaran 2O23, secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran perlu adanya pedoml penetapanpenghasilan Tetap pemerintah l,embang, Tunjangan,pemerintah Lembang, Badan permr"y"*"r1,"r, kmbang,Tambahan penghasilan Kepala lembang, HonorariumpKpKL, ppKL, Standar Biaya perl'aranan Dinas dan Biaya
Transport di Lembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimrrksud
dalam huruf a perlu menetapkan peraturaa Bupati TanaToraja tentang pedoman penetapan penghasilan Tetappemerintah Lembang, Ttrnjangan pemerintah f..i"U""i
Badan permusyawaratan Lembang, Tambahan pengha.silan
Kepala lembang, Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Biayapedalanan Dinas dan Biaya Transport di kmbang Tahun
Anggalan2O23;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 rentangpembentukan Daerah_dearah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah,.rn 1959 Nomor74, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor lg22);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentanq Desa I
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 201irvo-o. I
I;Iilo** 

Lembaran Negara Republik Indonesia No..,o.r|



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentarlg Hubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Perahuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana tela_h diubah
beberapa kali tera.l<hir dengan peraturan pemerinta-h Nomor
11 Tahr:n 2019 tentang perubahan Kedr:a Atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang perafuran
Pelal<sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor S55g), sebagaimana. telah
diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor g
Tahun 2016 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O16 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O1g tentaag perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah {Berita I
Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 157); ,Y



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201gtentang pengelolaaa 
. 
Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun ZOia nomor Of ti;9. Peraturan Daerah Kabupaten T"". i;;":; N.mor 2 Tahun2013 tentang penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan,Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Tora.ja(Lembaran Daerah Kabupaten f""" tl.f" Tahun 2013Nomor 2);
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tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupate
Tana Toraja Tdn:un 2022 Nomor 34);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun2015 tentang pedoman penyusunan organisasi dan TataKeq'a pemerintah Lembang 1l.rnb.r"o J*.uh KabupatenTana Toraja Tahun 2015 No.rro. Z, famiahan Lembaran
_ , Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Og);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tan.io.#'Ivo*or 3 Tahun2015 tentang U,ldl" e..*r"y.*"r.tun Lembang(Lembaran Daerah Kabupaten T""; i;;"J." Tahun 2o15Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TanaToraja Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10Tahun 2016 tentang pembentukan dan StrsunanPerangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten TanaToraja Tahun 2O16 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten fana Torala Nomor 06Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggran 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);14 Peraturan Bupati rana Toraja Nomor 16 Tahun 201gtentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan Lnkal Berskala l,embang
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O1g Nomor
16);

15. Peraturan Bupati Tana Tora-ia Nomor 04 Tahun 2019
tentang pengeloiaan Keuangan Lembang (Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);

16. Peraturan Bupati Tana Torqja Nomor 34 Tahln 2022



Menetapkan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANPENETAPAN
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG,
HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tor4ja.2. Provinsi adalah provinsi Sulawesi Seiatan.3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.4. Ar]g.g?r11 Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat ApBDadalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan oaerarr y"rrg a?i"nr" ar.,disetujui bersama oreh pemerintah daerah dan DpRD, d; dif,6pk"" denganPeraturan Daerah.
5' Pemerintah Daerah adalah Bupati rana Toraja sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelalsan"d 

";;";'plrierintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
6' t'embang adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem iki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarka'n p."k;r; ;;;".atat, t atasal usul, dan/atau hak tradisionai yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Repu6Ik'indonesia.
7' Pemerintahan Lembang adalah penyerenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempai dat#, sistem p"-".i"iJu" NegaraKesatuan Repubiik Indonesia.
S Pemerintah Lembang adarah kepala Lembang 

- 
dibantu perangkat Lembangsebagai unsur penyelenggara pemerinta,han Lembang.

9. Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah Lembang yang mempunyaiwewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelengga.ikan ;*J iu.,gg"Lembangnya dan melaksa.raka, tugrs dari pemerintah dan pemerintah
Daerah.

10' Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BpL adalah lembagayang melaksanakan fungsi pemerintahari yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Lembang berdasarkan keierwak,an wilayah dan ditetapkansecara demokratis.
11. I(euangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat tdinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan ;;;;?";;; Iberhubungan dengan pelaksanian hak darrkewajitan Le;ba;;. "* t12' Pengelolaan Keuangan *mbang. adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi J_perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, p"l.po..ri 'd";rl

pertanggunglawabal keuangan l,embang. "*" I
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13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya
disingkat PKPKL, adalah kepara Lembang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Lembang.

14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat ppKL,
adalah perangkat Lembang yang melaksanakan pengelolaan keuangan
Lembang berdasarkan keputusan kepara trmbang yang menguasakan
sebagian kekuasaan pKpKL.

15' Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat ApBL,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Lembang.

16 Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer meraiui anggaranpendapatan dan beranja daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17' Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten daram Anggaran pendapatan dan BeLanja Daerah
Kabupaten seteiah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18' Penghasilan tetap adalah penghasiian yang diterima oleh Kepala r,embang danPerangkat Lembang seiama menjabat sebagai kepara Lembang dan perangkat
Lembang yang diterima setiap bulan.

19' Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala L,embang,Perangkat Lembang, Badan permusyawaratan l,embang selama yang
bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.20' Perangkat Lembang lainnya adarah, Sekretaris Lembang, Kepala seksi, KepalaUrusan dan Kepala Kewilayahan.

BAB II
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

pasal 2
(1) Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat

Lembang lainnya dianggarkan daram ApBL yang bersumber dari ADL.(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala r,embanghanya mendapat tunjangan kepala t embang dan pendapat"r, f.irrrry" yr.rrgsah.
(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang danPerangkat Lembang lainnya dengan ketentuan:

a' besaran penghasilan tetap kepala rembang Rp.2.700.000,- (dua juta tujuhratus ribu rupiah).

: i::TnJi'ffi:ffi fiT'd',fi*s rembang Rp 2'250 000,- (dua ,^ 
/c. besaran penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala U:

. xp. 1.800.000,- (satu juta delapan raius ribu rupiah). 
t'""" 

/d. besaran penghasilan tetap Kepala Kampong Rp. 1 000.000,_ (satu .iuta Irupiah).



(1) Tunjangan Kepala tembang, sekretaris Lembang dan Staf perangkat
Lembang serta BpL dianggarkan dalam ApBL yang bersumber dari ADL.(2) Tunjangan kepala Iembang, sekretaris Lembang dan staf perangkat
Lembang serta BpL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiapbu1an.

(3) Staf perangkat t,embarrg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahsebagai operator komputer dan staf administrasi Lembang paling banyak 2(dua) orang setiap Lembang.
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Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang,

dan Staf Perangkat Lembang serta BpL

Pasa-l 3

Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan

BAB III
HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT

Bagian Kesatu
Honorarium pKpKL dan ppKL

Pasal 6

Pasal 4
(1) Tambahan penghasilan kepala l,embang, Sekretaris Lembang danPerangkat l'embang rainnya dianggarkan dJam A'BL yang bersumber dariPendapatan Asli l,embang.
(2) Tambahan penghasilan. Kepala Lembang, Sekretaris Lembang danPerangkat Lembang lainnya sebagaimani dimaksud pada ay., (1)besarannya per buian ditetapkan dalam ApBL dan sesuai i".rg..,kemampuan keuangan l,embang.

Pasal 5
Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkatLembang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal S av"t tZl, i*ir.rg"r,dan tambahan penghasilan kepala Lembang, sekretaris Lembang, dan stafperangkat kmbang serta BpL sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 danPasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(1) Honorarium pKpKL dan ppKL dianggarkan dalam ApBL yang bersumber dariADL atau sumber lain kecuali Dana Desa.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (r) besarnya ditetapkan oe. /bulan sesuai kemampuan keuangan Lembang. 

*-""'*""^" ,'' 
l-(3) PPKL diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepara Lembang 

".t*, /PKPKL dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
(4) Honorarium pKpKL dan ppKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdianggarkan jika sumber dana tersebut mencukupi.



Pasa1 7
Ketentuan mengenai besaran honorarium pKpKL dan ppKL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam l,ampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Standar Biaya Perjalanan Dinas

Bagian Ketiga
Standar Biaya Tranport

pasal 9

(1) Biaya Transport pemerintah Lembang diambil dari Biaya operasionalPemerintah Desa yang bersumber dari DLa Desa sebesar 30/o (tiga persen)dari Dana Desa yang diterima oleh setiap Lembang.
(2) Biaya Transport Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l )ditetapkan daram ApBL dengan berpedoman pada peraturan 'erp"u r.rr"Tora-ia mengenai standar Harga satuan Regional dan standar HargaBarang/Jasa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tana ro..j^ ranu.,Anggaran 2023.

Pasal l0
Ketentuan mengenai beban pengeluaran ApBL yang belum diatur dalamPeraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepara r,embangmasing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. i

Pasal 8
(1) Biaya peg'alanan dinas dianggarkan daram ApBL yang bersumber dari ADLdan sumber lain yang sah.
(21 standar biaya perjaranan dinas di Lembang berpedoman pada peraturan

Bupati rana Toraja mengenai standar Harga Satuan negionar dan StandarHarga Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Kabufaten Tana TorajaTahun Anggaran 2023.
(3) satuan biaya perl'alanan dinas kepala Lembang dan Ketua BpL ditetapkansama dengan biaya perjalanan dinas pegawai Negeri Sipil goto.rg.r, ill.(41 satuan biaya pe4aranan dinas p.."rigt u, Lembang, wakil Ketua BpL,Anggota BpL, dan staf perangkat Lembla,g ditetapkan sama dengan biayaperjalanan dinas pegawai Negeri Sipil golongan II.(5) Surat Perintah Tugas pe4'alanan dinas keluar Kabupaten ditetapkan orehkepala OpD yang menugaskan atau OpD terkait.(6) su'-i Perintah rugas perl'alanan dinas dalam daerah ditetapkan oleh :a' Kepala Lembang, apabila yang akan melakukan perjaranan dinas adarahkepala lembang, perangkat Lembang, bendaharawan, oun .t i p..u.rgtutI.embang.

b' Ketua BPL, apabila yang akan melakukan peq'alanan dinas adalah KetuaBPL, Wakil Ketua BpL, dan anggota BpL.(7) Surat perintah perjalanan oinas 1sieo1 diketua.kan dan ditandatangani orehkepala kmbang.



-8-

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut

sejak tanggal 2 J ar,uari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tora.ja

Ditetapkan di Nlakale

pada tanggaf r? F.&ru.oi zoza

TI TANA TORAJA, f,'{1

t FILUS ALLORE]?UI']CI
TO

a
J 13 Fz^berron 2o23

IS DAERAH KABUPATtrN TAI{A TORAJA.

ALIA

a't'
=

RAH I{ABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 33

BU

\)$/.

Diundangkar-r di Makale

/
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LAMPIRAN ] : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASIL.AN

BUPATI TANA TORAJA, t
S ALLORERUNG

No. Jabatan Penghasi-
lan Tetap

Tunjangan Tambahan
Penghasilan

Jumlah/
bulan(Rp)

Kepala Lembang 2.700.000,- 1.s00.000,_ 4.200.ooo,_
2 Sekretaris Lembang 2.250.o0o,- 2.250.000,-
.) Kepala Seksi 1.800.000,- 1.800.000,-
4 Kepala Urusan 1.800.000,- 1.800.000,-
5 Kepala Kampong 1.000.000,- 1.000.000,-
6

7 Ketua BPL 750.000,- 750.000,-
Wakii Ketua BpL 600.000,- 600.000,-

9 Sekretaris BPL s00.000,- 500.000,-
10. Anggota BPL 3s0.000,- 350.000,-

NOMOR : 29 Tar+uu .1023
TANGGAL : 13 ?eb4)A?t 2o2.>

TENTANG : PEDoMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAPPEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGANPEMERINTAH LEMBANG, BADANPERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHANPENGHASILAN, HONORARIUM PKPKL, PPKL,STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYATRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN
2023.

1

Staf Perangkat
Lembang

700.000,- 700.000,-

8.

4

\.N



a

LAMPIRAN II
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: PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR : 3'g 14sqs aoz3
TANGGAL : r2 F66pu4p1 zo23

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, KEPALA
LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL TAMBAHAN
PENGHASILAN, STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM PKPKL DAN PPKL

4 {
BUPATI TANA TORAJA,

\

LUS ALLORERUNG

No Jabatan Jabatan Tim Satuan Diterima
/Bulan

1 Kepala Lembang Penanggungjawab/ pKpKL 12 0B 500.000
2 Sekretaris kmbang Koordinator PPKL t2 0B 300.000
3 Kepala Urusan Keuangan Fungsi Kebendaharaan 12 0B 250.o00
4 Kaur Umum t2 0B
5 Kaur Perencanaan dan

Pelaporan
Pelaksana Kegiatan 12 0B 200.000

6 Kasi Pemerintahan Pelaksana Kegiatan 12 0B 200.000
7 Kasi Pembangunan Pelaksana Kegiatan t2 0B 200.000
8 Kasi Kemasyarakatan Pelaksana Kegiatan 12 0B 200.000

.^\

Pelaksana Kegiatan 200.000


